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WA dulam - rangka meningkatkan Lesejahteraan

Kepala Desgg dan Perangkat Desa telah diberikan
penghasitn felap  setiap bulan yarng besarannya
HESINUWIN siung dengan UMRK dar/atau tunjangan
lainnya scsuai dengan kemampuan keuangan desa
schagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati
Banyumas Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan
alas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 10 Tahun
2008 tentang Pedoman Umum Pengaturan Penghasilan
Teap can Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
(i Kabupaten Banyumas scbagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 16 11hian
2012;

hahwe dengan adanya perubahan UMRK Kabupatsn
[y s sebagaimana telah diawr dalam Kepatusan
Gubernur Jawa Tengah Nomor: 561.4/58 Tahun 2012
wentang Upalh Minimum Kabupaten/kKote di Prcvinsi
Jawa  Tengah Tahun . 2013 dar dalam rangln
peningkatan kinerja Xepala Desa dun

endorong,
maka Peraturan Bupati scbagaiinara

porungkat Desa,
Jesud pada huruf a, perlu disesuaikar;

i _
pertimbangan sebaga.mara

Lerdasarkan

hahwa
huruf a daa hwuf b, perlu

il cikesud dadam
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Republi O} Undang Undang  Dasar  Negara

publik llllinm_-_qi;l Tahun 1945:

L l."-l\ tJlHl;[n \
dig Nomor 13 Tahun 1950  tentang

Perie
Ntulkay —
m Daerah-daerah Kabupaten  daiam

Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
, . Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintalian Daerah (Lembaran  Negara Repuhlik
lidcaesic Tahdn 2004  Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik  Indonesia  Ncrnor
4-F37) sehagaimana telah beberapa kali diubak tera'ihir
dengan Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 2008
tentang - Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 (entang Pemerintahan Dazrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas MNomor 16
Tehun 2000 tentang  Kedudukan Kevangan Kepala
Desa dun  Perangkat Desa (Lembaran Da=rah
Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 8 Seri E)
sehagaimani tclah diubah dengan Peraturan Daerch
Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2009 teatang
Peraturan  Daerah  Kaobup~ten
16 Tahun 2006 tentang Kedudukan

dan Perangkat Desa (Lemberan

Perubahan  alas

Benyumas Nomor
da Desa

[ceuangan kep
myumas Tahun 200¢ Nomo: 6

Dacrah Kabupaten [BH

Seri E); . |
Peraturar Dacrah Kabupaten Banyumas Nomor 47
dseraturah

2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangsn
Talzun . F
. Dacrah Kabupaten Banyumas Tahun

(fivril.:l
i E);

Desit
2007 Nomor 34 Ser
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Pasal |

eraturan St int ve ,
palam pere Bupati ini yang dimaksud dengan:

Desa adalah kesayy: a—
1. rEsatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas

wilayah yang berwenang | :
) ang untuk mengatur dan m cepentingan
masyarakat setempat, o SREUrs I v

berdasarkan  asal usul dan adat istiodat

selempat yang (h‘:nkuf dar dihormati dalam sistem Negara Kesatuan
Republik Indonesia,

2. Desa Janggolan adalah desa yang sumber pendapatan asli desanya
schagian besar berasal dari iuran masyarakat setempat.

3. Kepala Desa adalih Kepala Pemerintahan Desa yang dipilia langsing
oleh masyarakat melalui pemilihan kelapa desa.

4. Perangkat Desa adalah Pembantu Kepala Desa yang terdiri dari
Sekretaris Desa schagai unsur stal, Kepala-kepala Selsi sebagai unsur

pelaksana teknis lapangan, dan Kepala Dusun sebagei unsur

KC\V“U.‘,'U}HIII .
e . <

Jabatan ad yan .
Desa dan Perangkat Desa dan SOT Desa.

o

. & < - 1
- ~rlale snehasilan vang sah yang diterira Kepa'a
0. + Penghasilan Tetap adalah penghasilan yang
Desa dan Perangkat Desa.
mohasilan selain penghasilan tetap
Tunjungan adalah taunbaban [ngh‘"“lfm B(::I;i,l sepsuagi vt yang
N lT i ;1 Kepala Cesa dan Perangkat ¢

yang diterima hepe '
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¥ X At . P
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Pasal 2
) Penghasilan ey Kepale )
SRYIITE GOl Desa o T - |
o e L et “s: dan Perangkat Desa senilai nang dari
e SR Yang setiap 1ahun diterimakan calam APB

(2 Penzhasilan letap Kepal;
dimaksud pads, ayat ( s
ditetapkan olel, i‘;uh(

Desi dan Perangkat Desa sebagaimana

I tinim:
al sama denes: , e ,
ThHUr, s dengan UMRK yang setiap tahun

3 Sclain penghiasl; 1 .
‘ Desia dan 1.('.;..‘::: ,11(,""" "‘"“Huilln{l:nnat dimaksud aalam ayat /1). Kepala
SKal Desa diberikan tunjangan sesuai  dengan

Kemampuan Leuangan des:

Iiagian Kedua

Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berasal dant
Pegawai Negeri Sipil

Pasal 3

(1) hepalian Desa vang berasid dari PNS, penghasilar tetap dan tur.,.ngan
diterima dari Listansi induknya,

(2] Perangkat  Desao yang, bherasal dari PNS,  peaghasilar  telap dan
ot it denmstanst induknya,

LUbbrjating,

e sebennnnin dimaksud dalim avat (1) dar ayat (2} terdiri

(3) Tungang
st dan Funjangan anak.
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chesar Rp 850 000

o AL00 e
. Kty s i puluh ribu rupiah);
K(.,);il:! Seksi flll('lnm,

d. [P $50.000,00 (1)

N pengh

L . ‘(Tl)lfs&?r
i:li]”“ | e

“asil

: an tetap setiap bulanny
AL T P setiap bule

. A puluh ribu rupiah)
v pradla YUsan  diyer.
sebesar Rp 810 .0 ucim:“m Penghasilan tetap  setiap  buianny?
S dekipan Fatus sepuluh ribu rupiah)
stal ditetapling, o :
Rp 795.000,00 (Illillljl(a“-',"h“mhm letap  setiop  bulannya  sehesar
TS sembilan puluh lima ribu rupiab)

T ey §
selkretans Desa ving herstanus Pe

2 L
a (Imml-:snd

giwin Negeri Sipil dikecualikan dart

Letentian sebhagiman
Pada ayat (1) huiuf b.

Bagian Keempat

Fambaly; :
ambahan Penghasilan Tetap

lasal 5

1) Kepala Desa dan Perangkar pesa sthagaimana dimaksud dalam pasal 2

ayat (1) yang penghasilan tetapnya kuran i 'K, kekurangannya
dibantu dari APBD Kabupaten, ! RIS ‘ =

(2) Perhitungan kcl;.ux_'ungan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dihitung dari besaran UMRK sebagaimana dim¢ksud
aalam pasal 4 ayat (1) dikurangi penghasilan tetap sen:lai dari hasil
penggarapan benglolt vang bersangkutan.

(3) Besarun tombalia kekurangan atas penghasi'an tetap bagi Kepala
Desa dan Perangkal Desa sebagaimana dimaksud peda ayal (1)
ditetapkan dengan Kenutusan Bupati,

Bagian Kelima
Tunjangan Perbaikan Penghasilan
Pasal 6
(1) Tunjangan Perbaikan I’vnghusilap Kepala Cesa dala_n Perangkat Desa
sehagaimana divaadksud dalam Pasal 2 ayat (3) ditetepkan sebesar

Rp 300.000,00 (tiga rawus ribu rupiah) setiap bulan.

() Sekretaris Desa ying berstatus Pegawai Negeri Sipil dikecualikan dari
ketentuan svh:w_a]im:mn dimaksud pada ayat (1) huruf b,

-

Isagian Keenara ]

i P i Kepala Desa dan Perangkat Desa yang
Fombalian Penghastlan Tetap ll.}g,l I¢ p‘ll' é | g —
\ Berasal dari Pegawai Negerl Sipl

Pasal 7

ST berasal dari PNS schagaimana cimaksud dalam, pasal
I;“‘HLI e L‘ii‘nl;.i Gl tidak mencerima tambahan penghuasilan
S oaar (1) yang mastl it
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Pasal 8

. LW T RL et aTIE Ty e
{!‘ 1[14._|.;ol._i-1n ot .J.l_'.;-:.t'.'..-. wodim .
dari Alokasi Dan., Desa + ”'l'_'."-‘_‘-:\s‘d dalam pasal 2 avat (3, diambkan
S eRma desa dard Penuerintah sabupacen.

Hhsud pada avat (1) terdird dari:

L= s LR

a. Tunjangan isr, SUami:
o. Tunjangan anali:

C. 'l‘uujungunj:m.;n.‘n;

d. Tunjangan perlila, pengt

2) Tunjangan .\.th:u'.'i'::.;:x.: d

wasilan:

Hagian Kedelapan

Besaran Tunjangan
!'.15-‘1] G

(1) Besaran tunjanga. st surau sebagaimana dimaksud da'am pasal 8
ayat (2) hurul a diberikan kepada seorang istri/suami Kepala Desa dan
Perangkat Desa sebesar Rp 33.000,00 (tign puluh lima ribu rupiah)
setiap bulan. i
Bes gl tunjane:n anak sebagcimana dimaksud dalam pasal 8 ayad (Z)
hﬁi‘inl‘ b diberikan kepada anak dari scorang Kepala Desa dan Perar.gkat
Desa sé-bcsar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap hulan,

2]

(3) * Tunjangan anak scbagaimana dimaksud ayat (2) diberikar sebanyak-
LS b"

hanyaknya untuk 2 (Jua) orang anak.

imana dimaks pasal 8 avai
(4] Beswran tunjangan j'abzu;uu :-,'('b';‘ll;.-;ﬂ!ll‘l.ll’]-l dimaksud pada pas: 1
(2) huruf ¢ diatur S()[;apB:,Ii:::'”;}(’:h.("mr Rp 160.000,00 (seratus eram
a. Tunjangan Kepala [Desd >0 .
puluh ribu rupiah);
b. Tunjungan Sckictarls
Hia vibu rupiadi); ‘
C. Tunjungan Kepivit o€

s sehesar Rp 85.000,00 (delapin puiun

ki schesar Rp 00.000,00 (enam puluh zidu
el sehesi

‘ ] nam ptluh ribu
rupiahj; o eehesar Rp 00.000,00 (e I
d. Tunjanegan Kepala Dustn sCD
‘ Llll';ll‘}‘i ) ) L LR T4 ‘ S Al . g
upiah); jum  dan  Keuangan sebesar
rupiah); —

o , [sepalin i pial);
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pesa. S Repadin Kepala Desa don Perimghitl

T gt PErhaik o ool

diberikan dalam nu'wk'.gl'lI'I"ll"'," SCehigatimana dimaksudd padaayi! (%)

berdasarkan beban 1\'1‘1"}["” Peninglatan kescjahteraan  aparal  aes?
¥ : e f v ‘v vii'h .

prestasi kerja, SR lempat bertugas atan kondisi kerja ac—.u

Brsaran tUnjangan senyean
. ’ SCDASATINNNA dime ; i g
olch Pemerintall |hes hana dimaksud ayat (6) diatur tersendir

SUdensan nerent . el
kemampuan l{cu:mgﬂh dm‘l” persetujuan BPD dan memperhatikan
ML,

Bagian Kesembilan

jangnn Kepala Desa o )
Tunjangan Kepala Desa den Perangkat Desa yang Berasal dari Pegawali

“

Negeri Sipil
Pasal 10

Tunjauigin - suami/istri, Wnjungan anak, dan tunjangan perbaikan
peng}?u:,}l;m sehagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) hurul a,
hurul b, dan huruf d, tidak diberikan kepada Kepala Desa yang berasal
dari PNS,

Tunjungan suamizistd, urjangan anak, dan tunjangan noerbail-an
penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf a,
hurul b, dan hurul d, tidak diberikan kepada Perangkat Desa yang
herasal dari PNS.

Bagi isiri/suami daii szorang kepala desa yang ber.statuS sebaga‘i PNS.'
mala kepala desao tersebu tidak menerima  tunjanzan suami/istri,
tunjangan anak, din Lunjangan |Jvrh:1'11\'un pcr}ghasﬂan sebagaimana d
tlim-:tl;.éurl dalam pasal 8 ayal (2) hurul a, huru: b, dan huruf «.

yrang perangkat desa yang herstatus sebagai
PNS. nika kepala desa tersebut tdak 1.1'1u110r11na t}lu:l'Jangan Sua{]u/[gtr;’
tunjanesn analk, dan ujangan pm'lm’lk:m D‘Cril‘g_’!,hnlbllalll] ?Cl‘)?galmana d
dimiihstd dalam pasal £ ayat (2] hurul a, hurufb, dan hurefd.

Bagi istri/suami dari se
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Pasal 1

A sotl Peraturan Bogarg o ; ’
PM?SU: 10 Tahun 2008 [H;L'Irilll"ll ::nll:li‘l]“' ik Pecaturan Bupati Banyunas
No! A AT acrah Kal gl e T 2008
Nemor 8 Serl 19} tentang Pedoing,, Un” e i A'O

iangan  Kepalas Desa dap pe,. um Pengaluran Penghasilan Tetap dan
Tum:. imana telah diubgy kl o pBkal Desa di Kabupaten Banyumas
gl 0619 (B—erit'-l D¢ .:l.rl| (U:“'l"u“ Peraturan Bupati Banyumas Nomor 16
‘I‘ahun -: -‘l‘ - b C 1’ :l.(.l.d 1 I\E!!')U[')&[tcn Bany-umas ']"ahun 2012 Nomor 16]
dinyalﬂl*ﬂ“ cdicabutl dan tigak berlaku lagi.

Pasal 12
peraturan Bupatiini muloi berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar seliap (.ll'{ll'l.g FjEl[Jiit. mc:ngumlminya, memerintahkan pcngundangg.n
peraturan Bupati Banyumas ini dengan penempatannyz dalam Berita

paerah Kabupaten Banyuinas.

Ditctapkan di Purwokerto
pada tanggal 2 § DEC 2012

BUPATI BANYUMAS,
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